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DENGAN RAIIIIAT TI'IIAN YANG MAIIA ESA

BI'PATI LANGXAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peratuan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratura! Pclaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pe u regulasi
tentang T\rnjangaD Kepa.la Desa dan Perangkat Desa.
bahwa berdasarkal pertimbangan sebagailuana dimaksud pada
huruf a, perlu oenetapkar Peraturan Bupati langkat tentar4
Tunjargan Kepala Desa, Seketaris Desa da.rr Kaur.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentarg Pembentukan
Kabupaten La,rgkat (Lembaian Negara RepubUk Ilrdonesia Tahun
1956 NoEor 58 TaJtrbalian Lembaral Negara Republik lDdoaesia
Noaor 1092);
Unda-nt-Undang Nomor 6 Talun 2014 teatqng Desa (Lmbaran
Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lenobaran Negara Repubtk Indo[esia Nomor.5495);
Undaug-Undang Noloor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik lndorresia Tahun 2014 Nomor 244,
Tamba.Len Lembaran Negara Republik Indo[esia Noraor 5S8Z)
sebagaiErana telah beberapa kali diubah terakht dengan Undaig-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undarg-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentarg PemerirEhan Daera.h (Leabara,
Negara Republik Indonesia Talun 20 15 Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomcr 5 Tahun 1982 tentang pemindahan
Ibukotl Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya
Dati II Binjai ke Kota Stabat di .\Milayah Kabupaten iI Lrnd:"t
(l,embaian Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
Peraturall Pemerintah Nomor 1O Talrun 1986 teatang ierubahan
Batas Wila).ah Kotamadj,.a Daerah Tingkat II BLtjai, I(abupater!
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat I1 Deli
Serdang (I,€mbaiar Negara Republik Indonesia Tahun 19g6,
Tambahan Leeba.ian Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
Peraturan Peaerintai Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaiisanaan
Urdang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (leobaraJr
Negara Republik Iodonesia Tahun 2014 Noraoi 123, iambahan
Le.Tbayrt Negara Republik lndonesia Nomor 5539), sebagairnana
telah diubah dengan peraturan pemerintah N" +7 fafruir ZOIS
tentang perubahan atas Pcratllran Pcmel■ ntah No 43 Tahun 2014
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Tcntang Pcraturan Pclalcsanaan Undanす Undang No 6 Tallun 201



7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tallun 2014 tentang
Pengelolaaa Keualgal Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahua
2014 Nomor 2093);
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2015 tentang
APBD Kabupaten LaJrgkat Taiun 2016;
Peraturarr Bupati Laagkat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Penjabatatt
APBD Kabupaten Langkat Taiun 2016
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MEMUTUSК AN:

=  PERA― AN BUPATI TENTANG TUNJANGAN EEPALA DESA・
SE― ANS DESA DAN KAUR DESA

BAB I
I{ETEITIUAN INf,UU

Pasa-l 1

Dalam Peraturan Bupati itli yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupatefl La[gkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsu! penyeletlgga.ra Pemerintahan daerah

yaig memirDpin pelaksanaarr urusa, pemerintahan yaig menjadi kew€fiantajx daerah
otonotD.

3. Bupati adalah Bupati LanSkat.
4. Desa adalah Desa yarg berada di Wilayah Kabupaten Langkat.-
5. Pemerintahar Desa adalah Penyelengaraan urusan PeEerintahal dan kepeatiDgan

masyaralat setempat dala.m sistem Pemerintahan Negar'a Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Pelsngkat Desa sebagai unsur

penyelengara Pemerintahan Desa.
7. Kcpa.la Desa adalalt Kepala Desa diwilaya}r Kabupaten Laigkat.
8. Pemberdayaart Masya.rakat Desa adalo}I upaya mengembalgkan keEaldirian dar

kesejahteraan masyaral<at dengan meningkatka! pengeteiuan, sikap, kcterartpilan,
prilaku, kemampuan, kesadaran serta merlanfaatlan sumberdaya loelalui menetapkan
kebijakan, program, kcgiatan, dan pcndaEpingan sesuai dcngan escnsi aasala.h dan
prioritas kebutuhan masya.rakat desa.

9. Angga.ran Pendapatan dan Belarrja Daerai, selanjutnya disingkat APBD adalal rencana
keuangan tahunan Pemer.intah Daeralr yang dibahas dan disetujui bersa.Ea olch
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah da! ditetapkan Peratura!
Daerah.

10. Angga-ran Pendapata.n dar Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah lencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB菫
MAKSUD DAI TUJUAN  ~

Pasa1 2

(1) Malsud diberikafiya tunjangan adala}
DeBa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa.

u■■tlk nlerunmtlcan kescJahteraan KcPala

(2) Tujuan diberikannya tunjangar diantaiaDya yaitu :

a. Memotivasi peningkaian kinerja Kepala Desa, Sekretaris Desa da! Kaur Deaa.
b. Menambah penghasilar Kepala Desa, SeltretaJis Desa daJr Kaur Desa.
c. Sebagai imba.lan atas pelaksanaan pekeiaan.



(2)

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN TUNi'ANGAN DAN

PETIERIMAAN LAIN YANG SAII

Pasa.l 3

Selain mefldapat penghasilan tetap, Kepala Desa, Sekretaris" Desa daa Kaur Desa dapat
diberika$ tufljangan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dad. Sekretaris Desa yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil.

(3) Turljmsarr sebasajrrana dimaksud
bersueber dari APBDes.

pada ayat (1) diberikaIr dala& bentuk uang ya-rrg

Pasal 4

(1) Pemberia, tunjangan diberikan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 DeseEber 2016.
(2) Penjabat Kepala Desa anerrerima tunjangan sejuinlaf1 saEa dengan yang diteriaa Kepata

Desa.

BAB IV
BESARAII TUNJANGAN

Pasal 5

Besa.ran Tunjangan yang sah Ke.pala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur desa yaitu seba.gai
berikut :

1. Kepala Desa mendapatkar Tuujangan sebeoar Rp. 540.000,-/bulan
2. Selcetaris Desa mendapatkan Ttrnjaargan sebesar Rp. 400.000,-/bulaF
3. Kaur-Kaur Desa meodapatkan Tunjangan sebesar Rp. 250.000,-/butan

BAB V
trETENTUAI{ TAIIBAIIAN

Pasal 6

Pada saat peraturan tri mulai berlaku, Eala peraturari Bupati Langkat Noa.or 25 Tahun
2015 Tentaig Tunja!.gan dan Peaerimaan Laia yang Sah Kepali-Desa dan pe.angkat Desa
dicabut darl tidak berlaku laei.



*'"rnf,ffiXt*'u,
Pasal 7

Peraturan Bupad ini berlaku sejak tangga-I 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda-ngan Peraturan Bupati ird
dengan penempatannya dalaft Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditctapkan dl Stabat
pada tang,日     И Mス Q■   2016
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